
BUPATI MAJALENGKA 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA 

NOMOR PB.01.00/KEP.609-BPBD/2022 

TENTANG 

STATUS SIAGA DARURAT ANCAMAN  

BENCANA KEKERINGAN, KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2022 

 

BUPATI MAJALENGKA, 

 

 

Menimbang : a. Bahwa  berdasarkan Surat dari Badan Meteorologi 

Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi 

Kertajati Nomor ME.401/047/KJTW/2022 tanggal 30 

Juni 2022 tentang Prakiraan Curah Hujan dan Sifat 

Hujan Wilayah Majalengka Bulan Juli, Agustus dan 

September 2022, wilayah Majalengka telah memasuki 

musim kemarau; 

b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak 

kekeringan, kebakaran hutan dan lahan pada musim 

kemarau di Kabupaten Majalengka, perlu dilakukan 

status siaga darurat; 

c.  bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana juncto Pasal 23 Peraturan 

Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2018 

tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 

Kabupaten Majalengka, penentuan status keadaan 

darurat bencana ditetapkan oleh Bupati; 

d. bahwa ….. 2
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka 

perlu menetapkan Status Siaga Darurat Ancaman 

Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan 

Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati; 

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1950  tentang  

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 

tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 

Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5679); 

5. Undang-Undang ….. 3 
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5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

KeIja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 ten tang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4828);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4829);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1781);

12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan

Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman

Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan

Darurat Bencana;

13. Peraturan ..... 4
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13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem 

Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 

2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan 

Bencana (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2           

Seri E); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 

Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan 

Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka 

Tahun 2018 Nomor 5); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran 

Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten 

Majalengka Tahun 2019 Nomor 12); 

Memperhatikan  : Rilis Stasiun Meteorologi Kertajati,  Badan Meteorologi 

Klimatologi dan Geofisika Nomor 

ME.401/047/KJTW/VI/2022 tentang Prakiraan Curah 

Hujan dan Sifat Hujan Wilayah Majalengka Bulan Juli, 

Agustus dan September 2022. 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  

 

KESATU : Status Siaga Darurat Ancaman Bencana Kekeringan, 

Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2022 terhitung 

sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 

Oktober 2022; 

KEDUA : ….. 5 
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KEDUA : Masa berlaku Status Siaga Darurat sebagaimana  

dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat diperpanjang 

atau diperpendek dan/atau dinaikan statusnya sesuai 

dengan kebutuhan penyelenggaraan penanganan 

darurat bencana di lapangan; 

 

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya 

keputusan ini dibebankan kepada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Majalengka Tahun Anggaran 2022  dan sumber dana 

lainnya yang sah serta tidak mengikat; 

 

KEEMPAT  : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Majalengka 

pada tanggal 13 Juli 2022 

 

BUPATI MAJALENGKA, 

 

 
 
 

      KARNA SOBAHI 
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